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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

' BUPATI WONOGIRI
|
' NOMOR 900/ 146/:11:/ 2020

TENTANG

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA PENANGANAN COVID-19
BELANJA TIDAK TERDUGA PADA PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2020

} BUPATI WONOGIRI,

Menimbang bahvx:za untuk melaksanalkan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme
Dan | Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola
Keugangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan
Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri maka perlu menetapkan

Kepufusan Bupati tentang Rencana Kebutuhan Belanja

Penanganan Covid-19 Belanja Tidak Terduga Pada
Pemerintah Kabupaten Worogiri Tahun 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Normior 13 Tahun 1950 tentang
Eelnbentulzm Daeran-daerah Kabupaten Dalam
ﬂinglcungem Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
F!&epublik Indenesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana
tjelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang dergan mengubah  Undang-Undang
I\iTomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
c}aerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pr?pinsi Djawa
’Iiengah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambah:n Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);

2 Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negar: yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi
(iaal Nepotisme (Lemburan Negara Republik Indonesia
Tiahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Non:or 3851 Is
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; .

Undang-Undang Nomcr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

ﬁegara (Lembaran Negora Fepublik Indonesia Tahun 2003
omor 47, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
ndonesia Nomor 4286} ; -
ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
erbendaharaan Negara {Lembaran Negara' Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355} ;

'(!Jndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
emeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Lf\Iomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Ifndonesia Nomor 4400) ;

ﬂ_lndangﬂndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
remerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 2087) sebagaimana

r]'ela_h diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

L:Jndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

lTemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Téhun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

I1i1donesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Benanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lemblarén Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,i Tambahan Lembaran

N!egara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PEngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




10.

11.

12.

13.

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuka: Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
FOIS tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

lentang  Percepatan Fenanganan  Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249j);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012
Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Wenogiri Nomor 4 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas  Peraturan Daerah
{abupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang
okok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
acrah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 4,
‘ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
60);

>eraturan Bupati Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
clanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga
an Pengeluaran Pemblayaan dari APBD Kabupaten

onogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017
Nomor 7);

F%’eraturan Bupati Woncgiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Meckanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan
Dan Pengelola Keuangan Belanja. Tidak Terduga Dalam
Trliangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri

(fent'l Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor
6);

]




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Rencana Kebutuhan Belanja Penanganan Covid-19 Belanja
Tldak Terduga Pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun
90’90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

Bupati ini.

Penigajuan pencairan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
dild sanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan
dengan persetujuan  Ketua Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Covid-19 Kabupaten Woriogiri.

Penyesuaian kebutuhan dalam Rencana Kebutuhan Belanja
RKB dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan

kondisi yang bersifat dinamis dalam rangka penanganan
dampalk penularan Covid-109.

Keputusan Bupati ini berlaku pada Tahun Anggaran 2020,
}

Ditetapkan di Wonogiri




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 930/148 /Et/2020

TENTANG

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

PENANGANAN COVID-19 BELANJA

TIDAK TERDUGA PADA PEMERINTAH
’ KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020

RENCAI\JA KEBUTUHAN BELANJA PENANGANAN COVID-19
BELANJA TIDAK TERDUGA PADA PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

| TAHUN 2020
r
No Kegiatan ' Anggaran (Rp) SKPD
1 2 3 4
I | Penanganan Kesehq.tan 4.077.532.753
a | Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang 2.874.286.753

pelindung diri warga, barang pelindung komunitas
masyarakat dan alat pelindung petugas medis

APD, Penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya 2.0566.000.000 | RSUD
dan sarana kesehatan lainnya
APD dan obat—obatar'f serta vitamin 818.286.753 | DKK
b | Penyemprotan Desinfektan 283.357.000 | BPBD
¢ | Pengadaan Bahan Evakuasi Korban Covid-19 27.925.000 | BPBD
d | Penanganan Kesehatlan Lainnya 891.964.000 | BPBD
|
Il | Penyediaan sosial safety net / jaring pengamun 36.233.078.960
sosial | '
a | Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial 33.772.470.000 | Dinas Sosial

kepada individu /masyarakat keluarga miskin yvang

terdampak atau memilki risikc sosial

b | Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi masyarakat 262.800.000 | BPBD
|| terdampak bencana Covid-19 )
¢ | Bantuan bagi instansi vertikal /instansi lain dalam 2.197.808.960 | BPBD
mendulkung penanganan pandemi
Jumlah keselurahan ' 40.310.611.713
TI WONOGIRI,




